BAB V

SIMPULAN DAN SARAN-SARAN

1.1 Simpulan
Adapun kesimpulan yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil
penelitian dan pembahasan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah
pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah
Kabupaten Gorontalo, Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian.
Sehingga dapat diketahui jika sebuah sistem sangat berpengaruh terhadap
kualitas Iporan yang dihasilkan karena sistem akuntansi keuangan
merupakan prosedur yang menyajikan berbagai informasi terkait adanya
transaksi-transaksi keuangan yang berkaitan dengan aset daerah yang
perlu dijaga dan di kelola dengan baik.

2. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Gorontalo.
hasil ini sesuai dengan hipotesis kedua dalam penelitian ini. Artinya jika
sistem pengendalian intern dilakukan dengan baik pada setiap tingkat
kegiatan yang dilakukan, maka akan tercipta susana yang aman dan jauh
dari kecurangan yang akan mungkin terjadi jika tidak dilakukan
pengendalian. Pada setiap Kegiatan pengendalian juga harus terus
malakukan revieu kerja untuk mengetahui sejauh mana kegiatan berjalan
sesuai dengan tujuan pmerintahan.

3. Hasil penelitan menemukan bahwa secara simultan sistem akuntansi
keuangan daerah dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap

kualitas laporan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Gorontalo. dapat
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disimpulkan bahwa jika sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem
pengendalian intern bekerja secara bersamaan dengan saling melakukan
pengendalian pada setiap prosedur akuntansi yang dilakukan oleh sistem
akuntansi keuangan daerah maka kinerja pemerintah juga akan baik dan
laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik dalam memberikan
setiap informasi mengenai aset daerah.

1.2 Saran

Dari hasil analisis dan pembahasan serta kesimpulan yang telah
dikemukakan, maka saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini yaitu
sebagai berikut :

1. Melalui pengujian indikator pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah
dengan nilai terendah sebesar 80% terletak pada indikator akuntansi aset
tetap dan penyajian laporan keuangan. dengan skor terndah menjelaskan
bahwa pemerintah daerah dalam melakukan pelaksanaan akuntansi aset
tetap daerah masih terdapat beberapa kendala diantanya terkait dengan
keterlambatan dalam mangakui aset dipenyajian laporan keuangan pada
periode akuntansi berjalan sehinga pada setiap akir perode masih ditemukan
hal-hal yang dapat menghambat kualitas laporan keuangan. sehingga
diharapkan agar indikaor akuntansi aset tatap ini diperhatiakan lagi oleh
pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo agar menjadi motivasi dalam
meningkatktkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik.

2. Melaui pengujian indikator pada variabel sistem pengendalian intern dengan
nilai terndah sebesar 65% yakni indikator kegiatan pengendalian dengan
instrumen pertanyan terkait dokumun dan catatan kegiatan yang disediakan.

Dengan skor terendah menjelaskan bahwa dalam hal kegiatan pengendalian
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pemerintah daerah masih kurang memaksimalkan aktivitas
pengendaliannya, sehingga untuk indikator tersebut sebaiknya lebih di
perhatikan dengan cara malekukan otorisasi pada setiap tingkat kegiatan
yang dilakukan dengan memberikan pengarahan dan pelatihan kepada
pengawai terkait kegiatan pengendalian

Untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan objek penelitian tidak
terbatas hanya sistem akuntansi keuangan dan sistem pengendalian intrn,
namun dapat menembah variabel independent lain yang mungkin memiliki
pengeruh juga terhadap kualitas laporan keuangan. karena berdasarkan
hasil pengujian nilai koefisien determinasi sebesar 61% dipengaruhi oleh
sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern.

Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor- faktor lain.
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